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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 
 

1. Kebijakan Publik 

a.  Definisi Kebijakan  

  Pengertian kebijakan menurut beberapa para ahli, Menurut Fredrich 

(Winarno, 2002:16) yaitu sebagai berikut:  

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang 

memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap 

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka 

mencapai tujuan.  

Menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno (2002:16) yaitu Kebijakan 

adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang 

aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 

Pendapat diatas secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan dalam 

pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu 

tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan bukan sekedar 

keputusan untuk melakukan sesuatu, melainkan bertujuan untuk mengatasi 

masalah yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan sebuah rencana yang 

telah ditetapkan. 

 Menurut Lasswell dan Kaplan (Suyatna, 2009:3) yaitu Kebijakan adalah 

sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai- nilai dan tindakan-tindakan yang 
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terarah. Menurut Nigro dan Nigro (Islamy, 2003:25) mengemukakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:  

a. Adanya Pengaruh tekanan-tekanan dari luar.  
b. Adanya Pengaruh kebiasaan lama.  
c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.  
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar 
e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 
 

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernyataan 

kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang 

mempunyai pengaruh penting terhadap berbagai aspek baik yang berasal dari 

dalam organisasi maupun dari luar organisasi, baik juga yang berasal dari 

kebiasaan pribadi maupun kebiasaan kelompok. 

 

b. Definisi Kebijakan Publik  
 

Kebijakan Publik menurut Dunn (Wibawa, 2003:109) mengemukakan 

bahwa Kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling 

berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat 

oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut Dye (Toha, 2003:62) 

mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah apa pun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (publik policy is what 

ever government choose to do or not to do).  

Dye (Subarsono, 2009:2) bahwa kebijakan (1) kebijakan publik dibuat oleh 

pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan 

yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah Atas dasar 
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pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan 

elemen yang terkandung dalam kebijakan publik.  

Menurut Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu:  

1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan 
tertentu.  

2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat- pejabat 
pemerintah. 

3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah 
dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah. 

4) Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah 
mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan 
pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 

5) Kebijakan publik (positif) selalu bersdasarkan pada peraturan 
perundangan tertentu yang bersifat memaksa.  

 
Howlet dan Ramesh (Subarsono, 2009:13) menyatakan proses kebijakan 

publik meliputi lima tahapan sebagai berikut:  

1) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 
masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.  

2) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan 
pilihan-pilihan oleh pemerintah.  

3) Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika 
pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu tindakan.  

4) Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.  

5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor 
dan menilai hasil kinerja kebijakan.  

 

Menurut Anderson (Subarsono, 2009:12) menetapkan proses kebijakan 

publik sebagai berikut:  

1) Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa 
yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana 
masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?  

2) Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana menggembangkan 
pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah 
tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? 



14 
 

3) Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternatif ditetapkan? 
Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa 
yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau 
strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah 
ditetapkan? 

4) Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak 
dari isi kebijakan?  

5) Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa 
konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk 
melakukan perubahan atau pembatalan? 

 
Kebijakan Publik menurut Subarsono (2005:2) mengemukakan 

sebagai berikut :  

Kebijakan Publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh 
pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya 
bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan 
dan sebagainya.  

 
Kebijakan Negara menurut Edward III (Islamy,2003:18) mengemukakan 

bahwa Kebijakan Negara adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan 

pemerintah, kebijaksanaan itu berupa sasaran atau tujuan program-program 

pemerintah. Sedangkan Menurut Anderson (Suyatna, 2009:10) mengemukakan 

bahwa Kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijkaan yang dikembangkan oleh 

badan-badan dan pejabat- pejabat pemerintah.  

  Menurut Islamy (2003:20) mengemukakan sebagai berikut:  

Kebijakan Negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh tujuan atau berorientasi pada 
tujuan tertentu pemerintah yang mempunyai demi kepentingan seluruh 
masyarakat. 

 

c. Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik 

1) Identifikasi masalah dan kebutuhan: 
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Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah 

mengumpulkankan data mengenai permasalahan sosial yang dialami 

masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

yang belum terpenuhi (unmet needs) 

2) Analisis Masalah dan Kebutuhan 

Tahap berikutnya adalah mengolah, memilih dan memilih data 

mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya 

dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi, 

informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan 

kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila 

masalah tidak terpecahkan dan kebetuhan tidak dipenuhi? Siapa dan 

kelompok mana yang terkena masalah? 

3) Penginformasian Rencana Kebijakan 

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan 

rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem 

masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk 

memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula 

diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas 

dan disetujui. 

4) Perumusan Tujuan Kebijakan 

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah 

berbagai diskusi dan pembahasan untuk meperoleh alternatif-alternatif 
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kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan 

dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan. 

5) Pemilihan model kebijakan 

 Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan 

pendekatan, metode dan strategi yang paling efetif dan efesien 

mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga 

dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip 

kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

6) Penentuan Indikator Sosial 

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur 

secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang 

berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan 

hasil-hasil yang akan dicapai. 

7) Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik 

 Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana 

kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai 

pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosisasi dan 

koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai 

konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosisal yang akan 

diterapkan. 
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Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, 

masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, 

tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual 

dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai 

sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari 

perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah. 

 Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah 

publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia 

akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikian, karena pada 

dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka 

suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu 

yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari 

para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke 

agenda kebijakan. 

 

2. Perencanaan Pembangunan  

Kehidupan manusia dan alamnya bersifat infinitive (terbatas), namun 

kesejahteraan yang ingin dicapai bersifat definitive (tidak terbatas) karena tidak 

ada yang membatasi kuantitas, kualitas, maupun volume dari tingkat 

kesejahteraan itu. Manusia dan alam tempat tinggalnya keduanya bersifat 

terbatas, artinya keduanya tidak kekal. Kesejahteraan sendiri bersifat tidak 

terbatas, artinya manusia apabila mampu memenuhi persyaratan akan dapat 

meraih setinggi apapun kesejahteraan yang diharapkannya.  
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Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh 

pemerintah yang peruntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian 

kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya 

dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu 

sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan 

Sebagaimana Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004), dalam Sistara, et al 

(2021) Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk 

menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga 

negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. 

Adapun dalam Digdowiseiso (2019: 12) menurut Easton (dalam Miriam 

Budiardjo, 1985), Pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan 

mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton, proses sistemik 

paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan 

konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk  mengolah bahan 

masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang 

dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan 

subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional. Proses 

pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan 

keluaran (output) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung 

pada bahan masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang 

dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam 

lainnya. 
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Siagian (1983) dalam Jamilah (2010: 33) mengemukakan pengertian 

pembangunan bahwa “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan 

suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari 

kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan 

menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi 

dalam pembangunan. 

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang 

lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”  

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya 

pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, 

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seluruh pemikiran 

tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, 

perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan 

mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai 

perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar 

belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda 

pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan 

(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang 

menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya 

mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh 
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aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 

modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam 

masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, 

budaya, dan sebagainya. 

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh 

suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional 

melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat 

modern (Siagian: 2012). 

 Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan 

mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. 

Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat 

kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan 

pernah tercapai secara absolute.  

Salah satu strategi untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat 

dalam menghadapai persaingan global adalah melakukan percepatan 

pembangunan melalui upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang 

kehidupan melalui implementasi teknologi tepat guna. Peranan Teknologi Tepat 

Guna apabila dimanfaatkan secara optimal diyakini akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan 

membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien. Implementasi 

Teknologi Tepat Guna dipandang sebagai sebuah strategi untuk 

mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumberdaya lokal (alam, 

manusia, teknologi, sosial) secara berkelanjutan yang mampu memberikan nilai 
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tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya 

akan memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa. 

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan 

untuk kesejateraan masyarakat namun tanpa penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi secara bijak maka hal tersebut tidak akan memberikan maksimal, kita 

bergerak dari efisiensi dari driven ekonomi menjadi innovation driven ekonomi. 

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pembangunan merupakan 

sebuah transformasi dan tentunya transformasi yang dimaksud adalah sebuah 

perubahan pada arah yang lebih baik dari sebelumnya.  

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu 

perubahan. Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang 

sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan 

mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna 

dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus 

memerlukan suatu perencanaan pembangunan secara berencana lebih 

dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi 

pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2019 

:9-11). 

Adapun dalam bidang pembangunan, fungsi sektor transportasi sangat 

penting yaitu sebagai penunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-

sektor lain dan sebagai pendorong untuk membuka keterisolasian daerah-

daerah. 
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Adisasmita (2020), dalam buku Perencanaan Pembangunan Transportasi, 

mengemukakan Trasportasi merupakan kekuatan yang membentuk wajah dan 

perkembangan suatu daerah atau wilayah dalam jangka Panjang mendatang 

(transportation as the formative power). Pembangunan sektor transportasi 

diarahkan pada terwujudnya Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang 

handal dan berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. 

Selanjutnya Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan 

terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk 

menciptakan masyarakat yang lebih baik.  Setiap individu (society) atau Negara 

(state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi 

kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan 

pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan 

kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara 

selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. 

 

3. Konsep Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Arham (2022:9) menjelaskan upaya mengevaluasi jalannya suatu 

organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah 

satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara 

signifikan terhadap bentuk manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, 
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efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan 

Sumber Daya yang dimiliki secara efesien, ditinjau dari sisi masukan (input), 

proses, maupun keluaran (output) dalam hal ini yang dimaksud sumber daya 

meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model 

yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efesien apabila dikerjakan dengan 

benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan 

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

Menurut Wiyono (2007:137) bahwa “Efektivitas diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan 

yang diharapkan”. Berdasarkan pengertian ini tampak bahwa efektivitas 

berkenaan dengan hasil yang dicapai dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan 

baik jumlah pekerjaan, mutu pekerjaan maupun waktu yang digunakan dengan 

hasil yang dicapai dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan baik jumlah pekerjaan, 

mutu pekerjaan maupun waktu yang digunakan menyelesaikan pekerjaan. 

Jadi dari pengertian dan konsep efektivitas diatas dapat disimpulkan, 

bahwa “efektivitas adalah melakukan sesuatu untuk merubahnya kearah yang 

lebih baik dan berhasil guna agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan 

bermutu.  

Abdurrahmat (2003:92) mengemukakan bahwa "Efektivitas adalah manfaat 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya. Efektivitas harus selalu ditekankan pada kemampuan 

organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara 

berhasil (Jack Duncan, dalam Siswandi 2012: 85) 
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Efektivitas menurut Siagian (2001:24 dalam Edi S. 2012:86) memberikan 

defenisi sebagai berikut: “Efektivitas adalah pemanfaatan Sumber Daya, sarana 

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin 

tinggi efektivitasnya”. 

Dalam konteks organisasi Bastian dalam Nawawi (2013:190) menjelaskan 

efektivitas diukur seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut 

sangat jelas apa yang dimaksud dengan efektivitas yaitu kemampuan untuk 

menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sementara itu pendekatan yang 

digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep efektivitas dalam 

ruang lingkup organisasi setidaknya ada dua pendekatan. 

Menurut Richard M Steers dalam Zaidan Nawawi (2013:191) yaitu: 

1. Pendekatan ukuran efektivitas yang univariasi, yaitu efektivitas diukur 
melalui sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria akhir, jadi 
kerangka acuannya berdimensi tunggal dengan memusatkan perhatian 
kepada salah satu dimensi atau kriteria yang bersifat evaluatif. 

2. Pendekatan ukuran efektivitas yang multivariasi, yaitu konsep efektivitas 
melalui sudut pandang terpenuhinya ukuran-ukuran yang berdimensi 
ganda dan memakai kriteria tersebut secara serempak. 
Jadi ukuran efektivitas organisasi dari pendekatan ini adalah fungsi dari 
beberapa faktor tertentu yang harus dengan sungguh-sungguh 
diperhatikan oleh organisasi yang bersangkutan. Dari sisi administratif 
pemerintahan efesiensi dan efektivitas adalah acuan tolak ukur 
terpenting untuk menilai kinerja pemerintahan. 
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Menurut Halim dalam Zaidan Nawawi (2013:192) efesiensi dan efektivitas 

sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat 

akan memberi manfaat berupa: 

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat 
sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 
3. Dengan menghilangkan inefesiensi dalam seluruh tindakan pemerintah 

maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan 
penghematan dalam pemakaian sumber daya. 

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 
5. Meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas 

publik. 
 

 
b. Ukuran Efektivitas 

Syahrir (2022: 10-12) Mengukur efektivitas suatu program kegiatan 

bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari 

berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta 

menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang 

manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan 

kuantitas.   

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 

maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai 

pencapaian atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 
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sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008 dalam Syahrir 2022: 10-12), 

yaitu: 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan 
tujuan organisasi dapat tercapai. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 
adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam 
mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak 
tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 
tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya 
kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksanaan 
kegiatan. 

4. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan apa 
yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa yang akan datang. 

5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja salah satu indikator efektivitas 
organisasi adalah kemampuan bekerja secara prodiktif. Dengan 
tersedianya sarana dan prasarana akan dapat meningkatkan kinerja 
organisasi. 

6. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 
dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab 
apabila tidak, maka para pelaksana kurang memiliki pedoman untuk 
bekerja. 

7. Pelaksanaan yang efektif dan efesien, karena bagaimanapun baiknya 
suatu program yang direncanakan apabila tidak dilaksanakan dengan 
efektif dan efesien, maka organisasi tidak akan mampu mencapai 
tujuannya. 

8. System pengawasan yang bersifat mendidik, mengingat adanya potensi 
human eror maka organisasi dituntut untuk melakukan system 
pengawasan dan pengendalian yang tepat tetapi tidak menimbulkan suatu 
tekanan kepada karyawan. 

 
 

c. Pendekatan Efektivitas 

Menurut Lubis dan Huseini (1987:55 dalam Syahrir 2022:12-14) 

pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu 

dapat dikatakan efektif Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas, yaitu: 
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1. Pendekatan Sasaran (Goal Approach) 
Pendekatan ini mencoba untuk mengukur sejauh mana suatu Lembaga 
berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan 
sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi 
sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi 
dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu diperhatikan 
dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran 
yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan 
sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan 
yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek 
output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai 
tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini 
mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil 
merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu 
memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam 
efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan 
tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan 
lebih efektif. 

 
2. Pendekatan sumber (System Resource Approach).  

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu 
Lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang 
dibutuhkannya. Suatu Lembaga harus dapat memperoleh berbagai 
macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar 
menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai 
keterbukaan system suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena 
lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, 
dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada 
lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan 
sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh 
hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan 
sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan. 

 
3. Pendekatan proses (Internal Process Approach) 

Pendekatan proses menganggap sebagai efesiensi dan kondisi 
kesehatan dari suatu Lembaga internal. Pada Lembaga yang efektif, 
proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian 
yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 
memperhatikan lingkungan, melainkan memusatkan perhatian terhadap 
kegiatan yang dilakukan kepada sumber-sumber yang dimiliki suatu 
Lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan 
Lembaga. 
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4. Sistem Identifikasi Otomatis/ AIS 

  Untuk menunjang pengaturan lalu lintas laut diperlukan suatu alat 

bantu yang memadai terutama untuk mendeteksi keberadaan posisi kapal 

yang bersangkutan. Hal ini sangat perlu mengingat keselamatan maupun 

keamanan transportasi laut harus tetap terjaga. 

  Pemasangan perangkat AIS pada kapal berfungsi untuk dapat diketahui 

bahwa “AIS merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan aspek keselamatan pelayaran, fungsinya mengidentifikasi dan 

melacak secara otomatis lokasi kapal sehingga kapal dapat mudah ditemukan 

apabila terjadi kecelakaan. Dalam hal memonitor pemasangan AIS terdapat 

petugas di terminal-terminal khusus yang ada di pelosok tanah air yang 

bertugas untuk memastikan kapal laik layar demi menekan angka kecelakaan 

kapal”.  

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 

Tahun 2022, yang dimaksud dengan “AIS adalah sistem pemancaran radio 

dengan frekwensi yang sangat tinggi berguna menyampaikan data-data link 

untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasion 

Pengaturan Lalu Lintas Kapal/ VTS dan atau Stasion Radio Pantai”. 

Anggoro, Dwi Sapto (2021:25), dalam sebuah skripsi mengemukakan 

bahwa “AIS ditujukan untuk membantu awak kapal dalam bernavigasi dan 

memungkinkan untuk dapat memantau pergerakan kapal disekitar kita. Dengan 

AIS kita dapat memperoleh data kapal disekitar kita secara lengkap”. 
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“Automatic Identification System (AIS) adalah sebuah system pelacakan 

otomatis digunakan pada kapal dan dengan pelayanan lalu lintas kapal, Vessel 

Traffic Services (VTS). Informasi AIS melengkapi radar laut yang terus menjadi 

metode utama menghindari tabrakan untuk transportasi air. (Ika Arila :2020:7).” 

AIS sebagai sebuah sistem komunikasi berbasis frekuensi radio yang 

terutama berfungsi untuk mencegah tabrakan kapal di wilayah perairan sesuai 

dengan ketentuan dari perundang-undangan Perjanjian Keselamatan Pelayaran 

Internasional “AIS adalah sebuah alat yang wajib dipasang di kapal, fungsi utama 

dari AIS mengirim data melalui satelit dan pendirian terminal AIS di pusat 

jaringan berbasis pantai, dalam hal ini memungkinkan untuk mengambil data AIS 

dalam skala yang besar. Dengan adanya AIS ini sangat membantu dalam 

melakukan monitoring selain memberi informasi koordinat kapal bisa 

memberikan identifikasi ataupun spesifikasi kapal yang dinginkan (LY.Tungribali, 

2022)”. 

Menurut Razi (2017: 5) AIS adalah sebuah sistem komunikasi yang 

digunakan pada kapal dan pengaturan lalu lintas yang ada di darat atau 

pelayaran lalu lintas kapal yang berfungsi untuk mengidentifikasi tempat 

berlayarnya kapal, serta dapat menukar data secara elektronik termasuk 

identifikasi, posisi, kegiatan kapal, keadaan kapal, kecepatan kapal, mendeteksi 

kapal terdekat yang lainnya dan stasiun VTS. AIS merupakan alat otonomi antar 

kapal dengan prinsip kerja dari AIS adalah setiap kapal mengirimkan data ke AIS 
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kapal lain yang sudah ddilengkapi AIS dalam jangkauan Frekwensi yang sangat 

tinggi. 

Jenis informasi yang dapat diberikan oleh AIS yang meliputi informasi statis 

dan dinamis. Informasi dinamis diperbarui setiap 2 sampai 10 detik tergantung 

pada kecepatan kapal sedangkan informasi statis terdiri dari Organisasi Maritim 

Internasional (IMO), Nomor kapal, nama kapal, tanda panggilan, dimensi kapal 

yaitu Panjang dan balok, jenis kapal dan lokasi antena pemancar. Sedangkan 

untuk data dinamis meliputi posisi kapal, arah kapal, kecepatan kapal, tujuan, 

dan status kapal, sudut putar kapal. Dari data kecepatan dan posisi kapal dapat 

diketahui pola pergerakan kapal (Aisyah, 2012). 

 Tujuan diberlakukannya AIS adalah atas dasar keselamatan jiwa di laut. 

Untuk itu keselamatan jiwa di laut dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

keselamatan, keamanan, dan efisiensi navigasi, serta meningkatkan 

perlindungan terhadap maritim dari pencemaran. Selain itu, AIS juga sangat 

berguna untuk operasi SAR apabila terjadi musibah kecelakaan kapal di laut. 

Adapun keputusan peraturan Menteri Perhubungan tentang sistem AIS 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 

2022 adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 7 ayat 3 yaitu Pengawasan dan informasi tentang AIS melalui 

pemantauan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS pada kapal yang 

melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia, dilaksanakan melalui 
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perangkat AIS terrestrial yang terpasang di Stasion Radio Pantai dan Vessel 

Traffic Sevices dan/atau satelit.  

2) Pasal 9 ayat 1, Secara administratif, dalam hal AIS Kapal tidak berfungsi, 

nahkoda wajib menyampaikan informasi kepada Stasiun Radio Pantai dan 

atau VTS serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log 

book) kapal yang dilaporkan kepada syahbandar. 

Perolehan data dari Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang melakukan 

kegiatan di wilayah perairan Indonesia:  

a. Pasal 1 ayat 2, Sistem Identifikasi Otomatis yang selanjutnya disebut AIS 

adalah sistem pemancaran radio dengan frekwensi yang sangat tinggi 

menyampaikan data-data melalui frekwensi radio data link untuk 

mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, stasiun 

lalu lintas laut/ VTS, dan/atau stasiun radio pantai. 

b. Pasal 1 ayat 3, AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio yang sangat 

tinggi berguna menyampaikan data melalui Data Link untuk mengirim 

dan menerima data statik dan data dinamik Kapal secara otomatis. 

sementara AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio yang sangat 

tinggi yang menyampaikan data melalui data link untuk mengirim data 

kapal secara otomatis. 

c. Pasal 5 ayat 1, nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi 

yang benar melalui AIS. 

d. Pasal 5 ayat 2, untuk AIS klas A informasi AIS sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 meliputi data statik dan data dinamik. Data statis terdiri atas 
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nama dan jenis kapal, tanda panggilan (call sign), kebangsaan kapal, 

identitas layanan seluler maritim, Organisasi Kelautan Internasional/ 

IMO, nomor, tonase kotor (gross tonnage), sarat (draught) Kapal serta 

panjang dan lebar Kapal. Sementara data dinamik terdiri atas status 

navigasi, titik koordinat Kapal, tujuan berlayar dengan perkiraan waktu 

tiba, kecepatan Kapal, dan haluan Kapal. 

e. Informasi AIS klas B meliputi: nama dan jenis kapal, kebangsaan kapal, 

identitas layanan seluler maritim, titik koordinat kapal, kecepatan kapal, 

dan haluan kapal. 

 

B. Definisi Konsep 

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian, peneliti membatasi 

penelitian ini melalui defenisi konsep yang ada. Adapun defenisi konsep 

yang dimaksud adalah sebagai berikut:    

1) Sistem Identifikasi Otomatis/AIS adalah alat bantu keselamatan kapal 

memiliki frekwensi yang sangat tinggi yang wajib dipasang diatas 

kapal. AIS merupakan alat yang memiliki sistem pemantauan kapal 

yang berada di laut. Alat ini berfungsi untuk meningkatkan 

keselamatan transportasi dan juga mampu mengirimkan data 

pelayaran yang berisi tinggi sarat kapal, tipe kapal, tujuan kapal, 

pemilik kapal. AIS merupakan alat yang memiliki sistem pemantauan 

kapal laut dilakukan dengan cara pertukaran data dan informasi kapal 
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untuk memonitor pergerakan kapal selama melakukan kegiatan di 

perairan Indonesia.   

2) Kapal Kecil adalah kapal dengan ukuran GT. 35 sampai dengan 

GT.100 meliputi kapal penumpang, kapal transportasi lokal, dan 

sejenisnya yang berada di pelabuhan Paotere yang memilik kewajiban 

pemasangan AIS kelas B. 

3) Efektivitas adalah parameter capaian keberhasilan penerapan 

peraturan pemasangan perangkat AIS di atas kapal dengan tujuan 

dan sasaran dalam meningkatkan keselamatan pelayaran, 

menghindari kecelakaan, serta memfasilitasi arus lalu lintas yang lebih 

efisien dengan menerapkannya secara benar sesuai dengan regulasi 

yang berlaku. 

4) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk 

memastikan adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban pemasangan 

perangkat keselamatan pelayaran di atas kapal dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran situasional di laut.  

5) Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

terpenuhinya kewajiban terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS 

dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, 

dan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal laut memenuhi 

peraturan standar yang berlaku. 

6) Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada kapal yang 

melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemantauan dapat berupa 
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penundaan keberangkatan kapal sampai dipasang AIS di kapal dan 

atau denda administratif yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 

7) Denda adalah bentuk sanksi atau hukuman finansial yang 

diberlakukan atas ketidakpemasangan atau tidak mengaktifkan 

perangkat AIS pada kapal yang bertujuan untuk memberikan hukuman 

atau konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum, peraturan, 

atau aturan yang berlaku. 
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